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Cara Praktis Memahami
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Baru di Indonesia

Buku "Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia" adalah panduan komprehensif
yang dirancang untuk membantu masyarakat umum, praktisi hukum, akademisi, dan penegak hukum
memahami perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan.
Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang berbagai jenis tindak pidana, sanksi, dan
prosedur penegakan hukum yang relevan. Dengan latar belakang revisi KUHP yang didorong oleh
kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum pidana, buku ini menguraikan sejarah KUHP lama yang
diadopsi dari Wethoek van Strafrecht (WvS) Belanda dan alasan pentingnya pembaruan ini.

Buku ini menguraikan perubahan-perubahan utama dalam KUHP baru, termasuk pengaturan mengenai
tindak pidana baru, pembaruan sanksi, dan pendekatan yang lebih modern terhadap kejahatan, serta
bagaimana KUHP baru mengakomodasi perkembangan zaman seperti teknologi dan globalisasi. Selain itu,
dibahas juga penerapan pendekatan restorative justice yang bertujuan memperbaiki hubungan antara
pelaku dan korban serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan melalui pidana alternatif seperti
kerja sosial dan mediasi. Bab-bab lain membahas secara rinci tentang pidana alternatif seperti kerja
sosial dan denda administratif, integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), peningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, dan aturan baru untuk kejahatan
teknologi dan lingkungan hidup.

Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, buku ini menyediakan penjelasan praktis dan
aplikatif yang dapat langsung diterapkan, dilengkapi dengan studi kasus nyata. Penutup buku ini
merangkum isi buku, mengevaluasi dampak potensial dari KUHP baru, serta memberikan rekomendasi
untuk implementasi yang efektif. Buku ini merupakan referensi penting bagi siapa saja yang ingin
memahami lebih dalam tentang perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan
implikasinya bagi masyarakat dan penegak hukum,
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan YME., karena atas
kekuatan dan izin-Nya buku “Cara Praktis Memahami Undang-
Undang Pidana Baru di Indonesia” dapat terselesaikan. Semoga
buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, sebagai
bahan bacaan guna menambah wawasan.

Buku "Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru
di Indonesia" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk
membantu masyarakat umum, praktisi hukum, akademisi, dan
penegak hukum memahami perubahan signifikan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan.
Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang
berbagai jenis tindak pidana, sanksi, dan prosedur penegakan
hukum yang relevan. Dengan latar belakang revisi KUHP yang
didorong oleh kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum
pidana, buku ini menguraikan sejarah KUHP lama yang diadopsi
dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda dan alasan pentingnya
pembaruan ini.

Buku ini menguraikan perubahan-perubahan utama dalam
KUHP baru, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana baru,
pembaruan sanksi, dan pendekatan yang lebih modern terhadap
kejahatan, serta bagaimana KUHP baru mengakomodasi
perkembangan zaman seperti teknologi dan globalisasi. Selain itu,
dibahas juga penerapan pendekatan restorative justice yang
bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta
mengurangi beban lembaga pemasyarakatan melalui pidana
alternatif seperti kerja sosial dan mediasi. Bab-bab lain membahas
secara rinci tentang pidana alternatif seperti kerja sosial dan denda
administratif, integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM),
peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses
penegakan hukum, dan aturan baru untuk kejahatan teknologi dan
lingkungan hidup.
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BAB PENDAHULUAN

TENTANG KUHP
BARU

A. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sejak masa kolonial, Indonesia menggunakan Wetboek
van Strafrecht (WvS) yang diperkenalkan oleh pemerintah
Belanda pada tahun 1918. KUHP ini telah menjadi landasan
hukum pidana selama lebih dari satu abad. Sejak masa kolonial,
Indonesia menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS), yang
merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
peninggalan pemerintah Belanda. WvS diperkenalkan pada
tahun 1918, dengan tujuan untuk mengatur berbagai tindak
pidana di Hindia Belanda. Pengadopsian hukum ini didasarkan
pada kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang
konsisten dan dapat diandalkan untuk menjaga ketertiban dan
keamanan di wilayah kolonial. WvS mencerminkan nilai-nilai
hukum dan sosial yang berlaku di Belanda pada saat itu, yang
sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kultur lokal
Indonesia.

Selama lebih dari satu abad, WvS berfungsi sebagai
landasan utama hukum pidana di Indonesia, bahkan setelah
negara ini merdeka pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia,
dalam wupaya membangun negara yang baru merdeka,
memutuskan untuk sementara mempertahankan WvS karena
belum memiliki perangkat hukum pidana nasional yang
komprehensif. Keputusan ini juga didukung oleh kenyataan
bahwa WvS sudah mapan dan telah teruji dalam praktik selama
bertahun-tahun. Namun, meskipun WvS cukup efektif dalam
beberapa aspek, banyak pihak yang menyadari bahwa hukum



BAB

SEJARAH
PERKEMBANGAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia memiliki

perjalanan yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa kolonial

Belanda hingga revisi terbaru dalam beberapa dekade terakhir.

Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah tersebut, beserta

referensi untuk memperkaya pemahaman:

A. Pengenalan KUHP oleh Belanda:

40

1. Wetboek van Strafrecht (WvS): Pada tahun 1918, pemerintah

kolonial Belanda memberlakukan Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch-Indi¢, yang dikenal sebagai Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda.
Pemberlakuan ini menandai upaya untuk mengatur sistem
hukum pidana di wilayah jajahan Belanda, yang mencakup
Indonesia saat ini. KUHP ini merupakan adaptasi dari
Wetboek van Strafrecht Belanda (WvS 1886), tetapi dengan
sejumlah penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi sosial,
budaya, dan politik yang berbeda di wilayah Hindia Belanda.

Latar Belakang Pembuatan KUHP; Pada akhir abad ke-
19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda
menghadapi tantangan dalam mengelola wilayah jajahannya
yang luas dan beragam. Pembuatan KUHP yang seragam
dianggap penting untuk menciptakan ketertiban dan
keamanan di Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht (WvS)
Belanda yang diberlakukan di Belanda sejak 1886 menjadi
model utama. Namun, pemerintah kolonial menyadari



BAB
STRUKTUR DAN

ISI KUHP BARU

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru
Indonesia yang disahkan pada tahun 2022 diorganisir dengan
struktur yang lebih modern dan komprehensif, mencakup berbagai
bagian utama yang mengatur berbagai aspek hukum pidana.
Struktur KUHP baru ini mencerminkan wupaya untuk
menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman serta
prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

A. Bab Pembukaan

Bab pembukaan KUHP baru memberikan pengantar
tentang tujuan dan ruang lingkup kitab undang-undang ini. Ini
termasuk pengaturan mengenai prinsip-prinsip umum hukum
pidana, sanksi pidana, dan perlindungan hak asasi manusia
dalam sistem peradilan pidana. Bab Pembukaan dalam KUHP
baru Indonesia menandai awal dari sebuah dokumen hukum
yang kompleks dan penting. Sebagai pengantar, bab ini tidak
hanya memberikan gambaran tentang tujuan dan cakupan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menetapkan
landasan prinsipil bagi sistem hukum pidana negara tersebut.
Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar (2009), '"Bab
Pembukaan KUHP membentuk kerangka dasar yang mengatur
prinsip-prinsip umum hukum pidana, termasuk perlindungan
hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana."

69



BAB PRINSIP-PRINSIP

DASAR HUKUM
PIDANA

Pembahasan mengenai asas legalitas dan prinsip-prinsip
hukum pidana lainnya merupakan hal yang sangat penting dalam
konteks KUHP. Asas legalitas, yang juga dikenal sebagai nullum
crimen, nulla poena sine lege (tidak ada tindak pidana, tidak ada
hukuman tanpa undang-undang), menegaskan bahwa tidak ada
seseorang yang dapat dipidana kecuali atas dasar tindak pidana
yang telah diatur dalam undang-undang. Ini adalah prinsip yang
mendasar dalam hukum pidana yang menjamin kepastian hukum
dan melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan
oleh pemerintah. Lev (1985) menjelaskan, "Asas legalitas menjamin
bahwa keputusan pengadilan tidak dapat didasarkan pada
perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang pada saat
perbuatan itu dilakukan."

Pendapat Lev (1985) tentang asas legalitas membawa kita
pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip ini
memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu dan
menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Asas legalitas,
yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana atau hukuman
tanpa undang-undang yang mengaturnya, mengakui kepentingan
yang krusial dari kepastian hukum.

Pertama-tama, prinsip ini memberikan jaminan bahwa
individu memiliki kejelasan tentang apa yang dianggap sebagai
tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Dengan kata lain,
seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak secara
jelas diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan.
Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh
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BAB KEJAHATAN DAN

PELANGGARAN
DALAM KUHP BARU

Dalam KUHP baru, terdapat beragam kategori kejahatan dan
pelanggaran yang diatur dengan tujuan untuk memberikan dasar
hukum yang kuat dalam menangani berbagai tindak pidana.
Kategori-kategori ini mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat yang dianggap penting untuk diatur secara hukum,
seperti kejahatan terhadap kehidupan, kebebasan, harta benda,
kesusilaan, dan lain sebagainya.

Misalnya, kejahatan terhadap kehidupan mencakup
pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang
mengancam atau merampas nyawa seseorang. Ini merupakan salah
satu kategori kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam
hukum pidana karena melibatkan hak asasi fundamental individu,
yaitu hak untuk hidup.

Kejahatan terhadap kehidupan, seperti pembunuhan dan
penganiayaan, memang merupakan isu yang sangat serius dalam
hukum pidana karena melibatkan hak asasi fundamental individu,
yaitu hak untuk hidup. Contoh kasus yang dapat dijadikan ilustrasi
adalah kasus pembunuhan dengan motif pembalasan dendam.

Misalkan ada seorang individu yang merasa telah dianiaya
atau dirugikan secara pribadi oleh seseorang. Tanpa
mempertimbangkan konsekuensi hukum dan moral, individu
tersebut memutuskan untuk membalas dendam dengan cara
membunuh orang yang dianggap sebagai pelaku penyebab
penderitaannya. Dalam situasi seperti ini, tindakan pembunuhan
yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga
merampas hak asasi individu untuk hidup.
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BAB
SANKSI PIDANA DAN
JENIS-JENISNYA

Jenis sanksi pidana yang diatur, termasuk pidana penjara,
denda, dan lainnya. Dalam KUHP baru, terdapat beragam jenis
sanksi pidana yang diatur untuk menanggapi berbagai tindak
pidana. Jenis-jenis sanksi ini dirancang untuk menciptakan efek jera
bagi pelaku kejahatan, memulihkan kerugian yang ditimbulkan
kepada korban, serta mempromosikan pemulihan dan reintegrasi
sosial bagi pelaku. Beberapa jenis sanksi pidana yang umum diatur
dalam KUHP meliputi pidana penjara, denda, kerja sosial, serta
pembebasan bersyarat.

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum
dijatuhkan dalam kasus-kasus kejahatan yang serius. Ini melibatkan
penahanan pelaku di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu
tertentu, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan
pertimbangan pengadilan. Pidana penjara tidak hanya berfungsi
sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi
masyarakat dari pelaku kejahatan yang berpotensi membahayakan.

Pidana penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang
paling umum dijatuhkan dalam kasus-kasus kejahatan yang
dianggap serius dalam hukum pidana. Bentuk ini melibatkan
penahanan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan atau
penjara untuk jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh
pengadilan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta
pertimbangan lain seperti keadaan pelaku dan kepentingan
masyarakat.
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BAB

A.

102

PERAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA

Bagaimana Hakim Menentukan Hukuman yang Sesuai dalam
KUHP Baru

Dalam menentukan hukuman yang sesuai dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, hakim
mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat
keparahan kejahatan, keadaan individu pelaku, serta tujuan
rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini
didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan
untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperhitungkan
kepentingan semua pihak yang terlibat.

Menurut Hikmahanto Juwana (2015), dalam menentukan
hukuman yang sesuai, hakim harus mempertimbangkan "asas-
asas hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan,
dan kepastian hukum." Ini berarti bahwa hukuman yang
dijatuhkan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan
yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil
sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu,
hukuman juga harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan
mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan
pencegahan kejahatan di masa depan.

Lebih lanjut menurut Hikmahanto Juwana (2015),
pertama-tama, prinsip keadilan menekankan bahwa hukuman
haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh
individu. Artinya, pelaku yang melakukan tindak pidana yang
lebih serius harus menerima hukuman yang lebih berat,



BAB

A.

108

PIDANA MATI
DALAM KUHP BARU

Ketentuan dan Kontroversi Seputar Hukuman Mati

Dalam KUHP baru, pidana mati adalah salah satu
hukuman yang masih diatur, meskipun terdapat kontroversi
yang melingkupinya. Ketentuan mengenai pidana mati biasanya
meliputi jenis-jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman
tersebut, prosedur pelaksanaan hukuman, dan proses banding
atau peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Pidana mati tetap menjadi salah satu hukuman yang
diatur, dengan ketentuan-ketentuan yang mencakup berbagai
aspek terkait pelaksanaannya. Ini mencakup jenis-jenis
kejahatan yang dapat dikenai pidana mati, prosedur
pelaksanaan hukuman, serta proses banding atau peninjauan
kembali atas putusan tersebut.

Namun, meskipun pidana mati masih diatur dalam
KUHP baru, terdapat kontroversi yang melingkupinya,
mencakup berbagai aspek termasuk hak asasi manusia,
keadilan, efektivitas sebagai deterrensi, dan kemungkinan
kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya,
debat mengenai pidana mati seringkali menjadi topik yang
sangat kontroversial dan sensitif dalam masyarakat.

Sebagai referensi, Amnesty International, sebuah
organisasi hak asasi manusia yang aktif dalam menentang
pidana mati, telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap
penggunaan hukuman mati di berbagai negara. Dalam banyak
laporan dan pernyataannya, Amnesty International menyoroti
masalah-masalah terkait pidana mati, termasuk risiko eksekusi



BAB
TINDAK PIDANA

KORUPSI

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya

Tindak pidana korupsi seringkali menjadi perhatian
utama dalam hukum pidana suatu negara karena dampaknya
yang merusak pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik.
Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya
biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk definisi tindak
pidana korupsi, unsur-unsur yang dibutuhkan untuk
membuktikan kasus korupsi, prosedur penyelidikan dan
penuntutan, serta sanksi yang diberlakukan kepada pelaku
korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu masalah yang
sering menjadi fokus utama dalam sistem hukum pidana suatu
negara. Dampak korupsi yang merusak tidak hanya terbatas
pada aspek keuangan, tetapi juga merambah ke tatanan sosial,
ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu,
pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya
merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi
dan  pemulihan  kepercayaan  masyarakat terhadap
pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Definisi tindak pidana korupsi biasanya mencakup
berbagai bentuk perilaku yang melibatkan penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan
pribadi atau kelompok, dengan merugikan kepentingan publik
atau negara. Hal ini mencakup penerimaan atau pemberian
suap, penyuapan, manipulasi dalam pengadaan barang atau jasa
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A. Bagaimana KUHP Baru Mengatur Tindak Pidana Terorism

Dalam KUHP baru, penanganan tindak pidana terorisme
menjadi fokus utama sebagai respons terhadap ancaman
keamanan modern yang kompleks. KUHP mengatur tindak
pidana terorisme dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan
secara jelas apa yang dianggap sebagai tindakan terorisme serta
menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Definisi
tindak pidana terorisme yang tercantum dalam KUHP
mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan menimbulkan
rasa takut atau ancaman terhadap keamanan masyarakat,
negara, atau pemerintah.

KUHP menetapkan bahwa tindak pidana terorisme
mencakup berbagai kegiatan seperti penggunaan kekerasan atau
ancaman kekerasan, penculikan, penyanderaan, pengeboman,
atau serangan terhadap fasilitas umum atau pemerintahan.
Selain itu, upaya untuk menyebarkan rasa takut melalui media
massa atau internet juga dapat dianggap sebagai tindak pidana
terorisme.

Dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana
terorisme mencakup beragam kegiatan yang bertujuan untuk
menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap keamanan
masyarakat, negara, atau pemerintah. Salah satu bentuk tindak
pidana terorisme yang diatur adalah penggunaan kekerasan
atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan
tertentu yang bertentangan dengan kepentingan umum.
Tindakan ini dapat meliputi serangan langsung terhadap
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. Regulasi Tentang Kejahatan Siber dan Sanksi Terkait

Tindak pidana di bidang teknologi dan informasi, yang
sering disebut sebagai kejahatan siber, telah menjadi masalah
yang semakin mendesak di era digital saat ini. Untuk menangani
tantangan ini, banyak negara telah mengadopsi regulasi khusus
yang mengatur kejahatan siber dan memberlakukan sanksi
terkait. Referensi terkait regulasi tentang kejahatan siber dan
sanksi terkait dapat ditemukan dalam undang-undang atau
peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi berbagai
kejahatan baru, mulai dari pencurian identitas dan pencurian
data hingga serangan terhadap infrastruktur kritis dan
penyebaran informasi palsu. Untuk menangani tantangan ini,
banyak negara telah merespons dengan mengadopsi regulasi
khusus yang mengatur kejahatan siber dan memberlakukan
sanksi terkait.

Di Indonesia, regulasi tentang kejahatan siber diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur
berbagai tindak pidana di bidang teknologi dan informasi,
seperti penipuan online, pencurian data, penyebaran informasi
palsu, dan serangan terhadap sistem komputer.

Selain itu, UU ITE juga memberlakukan sanksi yang tegas
bagi pelaku kejahatan siber. Misalnya, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE
mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
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. Aturan dan Sanksi Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah salah satu perhatian
utama dalam hukum pidana di banyak negara karena
dampaknya yang merusak pada individu dan masyarakat secara
keseluruhan. Regulasi dan sanksi terkait tindak pidana
narkotika berbeda-beda di setiap negara, tetapi umumnya
mencakup berbagai aspek seperti penggunaan, penyelundupan,
perdagangan, atau produksi narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu isu krusial
yang mendapat perhatian utama dalam hukum pidana di
banyak negara, termasuk di Indonesia. Dampak yang merusak
dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada
individu yang mengonsumsinya, tetapi juga merambah ke
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi dan
sanksi terkait tindak pidana narkotika sangat penting untuk
menangani masalah ini secara efektif.

Di berbagai negara, regulasi mengenai tindak pidana
narkotika berbeda-beda sesuai dengan hukum dan kebijakan
masing-masing. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek,
seperti penggunaan, penyelundupan, perdagangan, dan
produksi narkotika. Berbagai kegiatan terkait narkotika ini
diatur secara ketat untuk melindungi masyarakat dari dampak
negatif yang ditimbulkannya.

Misalnya, di Amerika Serikat, regulasi tentang narkotika
ditetapkan dalam Controlled Substances Act (CSA), yang
mengklasifikasikan narkotika ke dalam lima kategori atau
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A. Ketentuan Khusus Tentang Perlindungan Anak dan Hukuman
Bagi Pelanggar

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting
dalam sistem hukum di banyak negara. Ketentuan khusus
tentang perlindungan anak sering diatur dalam undang-undang
atau regulasi yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan
anak-anak. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang
komprehensif tentang hak-hak anak, termasuk hak atas
perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang
merendahkan martabat. Selain itu, UU tersebut juga
menetapkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan tindakan
yang merugikan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang penting
dalam memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik di
Indonesia. Undang-undang ini menetapkan sejumlah ketentuan
yang komprehensif untuk melindungi anak dari berbagai
bentuk ancaman, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan
perlakuan yang merendahkan martabat. Salah satu aspek
penting dari undang-undang ini adalah penegasan terhadap hak
anak untuk mendapatkan perlindungan yang layak sesuai
dengan usia dan kondisinya.
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. Pengaturan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan

Kesusilaan

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan
seringkali menjadi perhatian utama dalam sistem hukum
pidana, karena melibatkan integritas fisik atau moral individu
serta memengaruhi stabilitas sosial. Di Indonesia, pengaturan
mengenai tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan diatur
dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang menyangkut kesusilaan memang
sering menjadi fokus utama dalam hukum pidana, karena
mempertahankan integritas fisik dan moral individu serta
memelihara stabilitas sosial merupakan hal penting dalam
sebuah masyarakat yang beradab. Di Indonesia, peraturan
mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan
diatur dalam berbagai pasal di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

KUHP menetapkan berbagai aturan dan sanksi pidana
terhadap pelanggaran kesusilaan, yang termasuk dalam
kategori delik-delik moral. Salah satu contoh yang terkenal
adalah pemerkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal
ini menegaskan larangan keras terhadap tindakan pemaksaan
hubungan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang
sah. Pidana yang dijatuhkan untuk pelaku pemerkosaan bisa
mencapai 12 tahun penjara.
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. Regulasi Tentang Kejahatan Ekonomi Seperti Penipuan dan

Pencucian Uang

Regulasi tentang kejahatan ekonomi, seperti penipuan
dan pencucian uang, biasanya diatur dalam undang-undang
atau peraturan yang khusus mengatasi tindak pidana tersebut.
Di banyak negara, kejahatan ekonomi merupakan perhatian
utama karena dampaknya yang merugikan pada stabilitas
ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
keuangan.

Misalnya, di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378
hingga Pasal 385 KUHP, sementara pencucian uang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Undang-undang tersebut memberikan definisi tindak
pidana pencucian uang, menetapkan tindakan pencegahan, dan
mengatur tindakan penindakan serta sanksi bagi pelaku
pencucian uang.

Di Indonesia, penipuan merupakan tindak pidana yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dari Pasal 378 hingga Pasal 385. Pasal-pasal tersebut menjelaskan
berbagai bentuk penipuan, seperti penipuan dengan
menggunakan nama palsu, penggelapan, atau pemalsuan
dokumen. Tindak pidana penipuan merugikan korban secara
finansial atau melibatkan manipulasi informasi untuk tujuan
tertentu. Hukuman bagi pelaku penipuan termasuk pidana
penjara sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
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A. Aturan Mengenai Tindak Pidana yang Merusak Lingkungan
Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu
bidang hukum yang mendapat perhatian khusus karena
dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem, kesehatan
manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Regulasi mengenai tindak pidana yang merusak lingkungan di
Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek
perlindungan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran

hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu
bidang hukum yang mendapat perhatian khusus karena
dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem, kesehatan
manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Regulasi mengenai tindak pidana yang merusak lingkungan di
Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek
perlindungan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran

hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan
bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
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1. Reformasi Sistem Pemidanaan: Inovasi dan Perubahan

Reformasi sistem pemidanaan merupakan salah satu
aspek penting dalam pengembangan sistem hukum modern.
Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara, termasuk
Indonesia, telah mengadopsi berbagai inovasi dan perubahan
untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem
pemidanaan. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi
berbagai masalah yang ada dalam sistem hukum pidana
tradisional, seperti overpopulasi penjara, ketidakadilan
dalam pemidanaan, dan kurangnya rehabilitasi bagi
narapidana.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara,
termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai inovasi dan
perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan
dalam sistem pemidanaan. Reformasi ini bertujuan untuk
mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem hukum
pidana  tradisional, seperti  overpopulasi penjara,
ketidakadilan dalam pemidanaan, dan kurangnya
rehabilitasi bagi narapidana.

Salah satu inovasi signifikan dalam kebijakan
pemidanaan adalah pengenalan alternatif hukuman selain
penjara. Hukuman berbasis komunitas, seperti kerja sosial,
denda, dan pembatasan kebebasan dengan pengawasan,
mulai diterapkan di banyak negara. Di Indonesia, kebijakan
ini tercermin dalam penerapan pidana bersyarat dan
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A. Pengaturan Tentang Penyertaan dan Percobaan dalam Tindak
Pidana
Penyertaan dan percobaan dalam tindak pidana
merupakan konsep yang penting dalam sistem hukum pidana
yang mengatur tentang bagaimana hukum menghadapi
individu yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan, baik
sebagai pelaku utama maupun pelaku tambahan. Pengaturan ini
berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan
penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Dressler (2012),
konsep penyertaan dan percobaan dalam tindak pidana adalah
dua aspek penting dalam sistem hukum pidana yang
memengaruhi bagaimana individu diproses dan dihukum atas
keterlibatan mereka dalam suatu kejahatan.

B. Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan dalam tindak pidana merujuk pada peran
seseorang dalam melakukan suatu kejahatan Ormerod, D (2018).
Terdapat beberapa bentuk penyertaan dalam tindak pidana,
termasuk pelaku utama (pelaku langsung) dan pelaku tambahan
(pelaku tidak langsung). Pelaku utama adalah orang yang secara
langsung melakukan tindakan yang membentuk unsur-unsur
kejahatan, sedangkan pelaku tambahan adalah orang yang
membantu, mendorong, atau memberikan dukungan kepada
pelaku utama dalam melakukan kejahatan.
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